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Sekretaris Perusahaan PT PPA 
Edi Winar to menjelaskan, si-
dang PKPU Merpati semula akan 
digelat pada Rabu (3/10) lalu. 
Tetapi, karena ada beberapa hal 
yang belum disepakati oleh para 
kreditur atas proposal perdama-
ian yang diajukan Merpati, maka 
sidang ditunda dan bakal digelar 
pada 17 Oktober 2018.

“Sebelum tanggal 17 Oktober 
itu akan ada rapat kreditur. Rapat 
kreditur nanti disahkan oleh 
pengadilan niaga pada tanggal 
17 Oktober. Kalau kreditur nanti 
menyepakati rencana perdamaian-
nya, maka program restruktur-
isasi juga bisa berjalan. Tapi kalau 
rapat kreditur belum menyetujui 
bisa diperpanjang lagi, tapi kalau 

tidak menyetujui ya bisa pailit,” 
kata Edi saat dihubungi, Jumat 
(5/10).

Karena itu, Edi menuturkan, 
kepastian beroperasinya kem-
bali Merpati atau tidak, ditentukan 
dalam rapat para kreditur serta 
disahkan oleh pengadilan. Apabila 
disetujui untuk beroperasi kem-
bali, Merpati masih harus melalui 
proses perizinan operasi sampai 
dengan pengadaan pesawat. 

“Jadi masih ada lagi proses 
perizinan  dan proses pembelian 
pesawat setelah itu baru bisa 
beroperasi. Kami harapkan pada 
tahun 2020, Merpati sudah bisa 
jalan lagi karena waktu setahun, 
yaitu tahun 2019, untuk proses 
perizinan dan proses-proses per-

siapan,” ungkap Edi.
Dia menambahkan, sudah ada 

calon investor yang siap menana-
mkan modal di Merpati senilai Rp 
6,4 triliun. Namun, kepastian kerja 
sama antara calon investor itu dan 
Merpati akan ditentukan mela-
lui rapat para kreditur, kemudian 
disahkan oleh pengadilan. Jika 
disetujui, calon investor akan mem-
bagi dananya itu untuk modal kerja 
Merpati dan pengadaan pesawat. 

Dikatakan bahwa calon investor 
yang dimaksud adalah PT Intra 
Asia Corpora. Pada 29 Agustus 
2018, telah dilaksanakan penanda-
tanganan perjanjian transaksi pe-
nyertaan modal bersyarat antara 
MNA dan Intra Asia Corpora. Per-
janjian itu secara garis besar berisi 
komitmen Intra Corpora untuk 
menyetorkan modal senilai Rp 6,4 
triliun dalam dua tahun setelah se-
luruh persyaratan terpenuhi. Para 
pihak yang meneken perjanjian 
adalah Direktur PT MNA Asep 
Ekanugraha dan Direktur PT Intra 
Asia Corpora Kim Johanes Mulia, 
serta disaksikan oleh Direktur 
Utama PT PPA Henry Sihotang.

Adapun kondisi Merpati saat 
ini di antaranya seluruh pesawat 
sudah tidak beroperasi, mayoritas 
unserviceable dan berusia tua, 
berhenti beroperasi sejak Feb-
ruari 2014, Air Operator Certifi-
cate  (AOC) dan surat izin usaha 
angkutan udara niaga berjadwal 

(SIUAU/NB) telah dicabut sejak 
2015; PT MNA telah melakukan 
spin-of f pada tahun 2016 dari 
Divisi Maintenance dan Training 
menjadi PT Merpati Maintenance 
Facility dan PT Merpati Training 
Center. Kondisi Keuangan Mer-
pati, yakni aset Rp 1,21 triliun, 
kewajiban Rp 10,72 triliun, dan 
ekuitas Rp 9,51 triliun.

Pada 15 Januari 2018, terdapat 
salah satu kreditur PT MNA, yaitu 
PT Parewa Aero Katering menga-
jukan permohonan PKPU kepada 
PT MNA pada Pengadilan Niaga 
Surabaya, yang kemudian PT 
MNA diputus dalam PKPU pada 
tanggal 6 Februari 2018.

Sedangkan, peran PT PPA 
dalam proses PKPU Merpati 
adalah mendampingi PT MNA 
dalam proses PKPU berdasarkan 
rencana bisnis dan hasil nego-
siasi yang dilakukan antara PT 
MNA dan calon mitra, PT PPA 
membantu merancang proposal 
perdamaian PT MNA yang akan 
diajukan kepada para kreditur; PT 
PPA akan membantu penyusunan 
perjanjian transaksi atas kesepa-
katan yang telah diperoleh antara 
calon mitra dan PT MNA.

Dihubungi terpisah, Direktur 
Angkutan Udara Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) Ma-
ria Kristi menyatakan, pihaknya 
belum menerima pengajuan AOC 
dari Merpati hingga sekarang. 

JAKARTA – Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) 
menyatakan delapan hari 
pascagempa dan tsunami 
di Palu-Donggala, kondisi 
Bandara Mutiara Al Sis Jufri 
berangsur membaik. Begitu 
pula dengan kondisi kelistri-
kan di bandara tersebut.

“Kementerian Perhubun-
gan bersama Direktorat Jen-
deral Cipta Karya Kemente-
rian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat telah 
melakukan pengamatan awal. 
Alhamdulillah, kerusakan ini 
hanya terjadi pada beberapa 
bagian tertentu dan ini bukan 
kerusakan struktur yang be-
rat,” kata Kepala Biro Komu-
nikasi dan Informasi Publik 
Kemenhub Baitul Ihwan di 
Jakarta, Jumat (5/10).

Baitul menjelaskan, saat 
ini Bandara Mutiara Al Sis 
Jufri telah dibersihkan dan 
dirapikan. Pengecekkan 
struktur pada beberapa ba-
gian juga sudah dilakukan, 
sehingga penerbangan kom-
ersial sudah berangsur mem-
baik. Pada beberapa bagian 
yang rusak seperti di lantai 
1 juga sudah dilakukan per-
baikan sementara, sehingga 
bisa dioperasikan dengan 
baik.

Lebih lanjut, Baitul men-
erangkan, penggunaan lis-
trik di bandara juga sudah 
berangsur normal, meskipun 
pada beberapa waktu tertentu 

masih mengalami gangguan. 
Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) pun telah berhasil 
mengoperasikan beberapa 
gardu listrik di bandara. “Saat 
ini bandara masih mengguna-
kan genset dengan dukungan 
pasokan solar yang cukup 
sehingga kondisi listrik saat 
ini sudah berangsur normal,” 
terangnya. 

Sementara itu, Menteri 
Perhubungan (Menhub) 
Budi Karya Sumadi menya-
takan, berdasarkan hasil as-
sesment Bandara Mutiara SIS 
Al-Jufrie yang dilakukan oleh 
Ditjen Cipta Karya Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), 
tidak ada kerusakan signifi-
kan yang terjadi. Kerusakan 
hanya terjadi pada hal-hal 
minor seper ti, plafon dan 
kolom yang perlu diperbaiki.

“Akan kami upayakan 
dalam satu minggu sudah re-
covery. Saya sudah menugas-
kan perbaikan keduanya ke-
pada kontraktor,” imbuhnya.

Sambil menunggu perbai-
kan runway dilakukan, para 
tamu dari luar negeri yang 
berencana berkunjung ke 
Palu dalam beberapa hari ini 
akan ditampung di Balikpa-
pan terlebih dahulu. “Dalam 
beberapa hari ini akan ada 
tamu dari beberapa negara 
sahabat. Sementara ini oleh 
panglima, akan ditampung 
di Balikpapan dan itu akan 

secara bertahap bergerak ke 
Palu. Tapi nanti pada 12 Okto-
ber atau 13 itu bisa langsung,” 
ungkap Menhub Budi. 

Sebagai informasi, data 
terakhir pada Kamis (4/10) 
menunjukkan bahwa terdapat 
lima penerbangan komersial 
dari dan ke Bandara Mutiara 
Sis Al Jufri, yang mengang-
kut 1.096 penumpang dan 
mengangkut kargo bantuan 
14 ton. 

Sementara itu, tiga kapal 
bantuan kembali diberang-
katkan. Kemenhub telah 
mengirim bantuan barang 
sebanyak 20 koli yang terdiri 
dari sembako, logistik, dan 
obat-obatan untuk korban 
gempa Palu dan Donggala 
melalui Pelabuhan Tanjung 
Priok dengan Kapal Camara 
Nusantara 3 yang telah be-
rangkat Kamis (4/10) pukul 
16.00 WIB menuju Pelabuhan 
Pantoloan dengan estimasi 
perjalanan empat hari. 

“Pengiriman barang ini 
nanti akan diterima oleh 
Posko Perhubungan Laut di 
Pelabuhan Pantoloan. Ada 
pula kapal KMP Julung Ju-
lung yang membawa bantuan 
logistik dari Toli Toli menuju 
Pelabuhan Taipa. Sedangkan 
pada Jumat (5/10), KM Bukit 
Siguntang mengangkut 640 
penumpang pada 24.00 Wita 
dan rencana sampai di Balik-
papan pukul 15.00 Wita,” jelas 
Baitul. (esa)

JAKARTA – Indonesia National 
Shipowners Association (INSA) 
meminta pemerintah tetap mem-
batasi investasi asing pada sek-
tor usaha angkutan multimoda, 
termasuk di dalamnya angkutan 
laut. Apabila keran investasi usaha 
angkutan multimoda dibuka 100% 
bagi asing, itu akan menodai ke-
bijakan asas cabotage angkutan 
laut nasional.

Ketua Umum DPP INSA Car-
melita Har toto menjelaskan, 

adanya usulan dari pihak-pihak 
tertentu untuk merevisi daftar 
negatif investasi (DNI) pada 
angkutan multimoda, khususnya 
sektor angkutan laut, merupakan 
sebuah kemunduran dan menodai 
semangat nasionalisme yang ter-
tuang dalam asas cabotage.

“Asas cabotage harus tetap 
berjalan konsisten karena sudah 
terbukti memberikan banyak 
dampak positif dalam banyak as-
pek negara. Jadi kalau ada suara 

atau usulan untuk mengubah DNI 
di sektor angkutan laut tentunya 
harus ditolak,” kata Carmelita 
dalam pernyataan resminya di 
Jakarta, Jumat (5/10).

Menurutnya, pasar dalam neg-
eri Indonesia dengan penduduk 
nomor empat terbesar memang 
sangat menggiurkan investor 
asing, apalagi di saat pasar dunia 
yang tengah mengalami kelesuan. 
Untuk itu, pemerintah harus 
menempatkan keselamatan dan 

keamanan nasion-
al di atas segalanya 
termasuk investasi 
asing.

D i  s i s i  l a i n , 
terang Carmelita, 
pelayaran nasion-
al masih memiliki 
pekerjaan rumah 
dalam mendorong 
daya saingnya. 
J ika  DNI  pada 
sektor angkutan 
laut dibuka hingga 
100% untuk inves-
tasi asing, maka 
akan membuat pe-
layaran nasional 
akan kembali men-
galami kelesuan.

S e k r e t a r i s 
Umum DPP INSA 
B u d h i  H a l i m 
mengatakan, asas 
c a b o t a g e  m e n -
egaskan angkutan 
laut dalam negeri 
m e n g g u n a k a n 
kapal berbendera 
merah putih dan 
diawaki oleh warga 
negara Indonesia. 
Kebijakan ini tidak 
hanya diterapkan 
di Indonesia. Be-
berapa negara su-
dah memberlaku-
kan asas cabotage, 
seper ti Amerika 

Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, 
India, Tiongkok, Australia, dan 
Filipina.

Terlebih, kata Budhi, saat ini 
Presiden Joko Widodo tengah 
mencita-citakan Indonesia seba-
gai negara poros maritim dunia. 
Cita-cita itu akan terwujud den-
gan dukungan industri pelayaran 
nasional yang kuat dengan kon-
sistensi implementasi kebijakan 
asas cabotage.

“Jadi asas cabotage harus kon-
sisten dijalankan kalau kita mau 
menuju poros maritim dunia 
sesuai dengan keinginan Bapak 
Presiden Joko Widodo. Kebijakan 
asas cabotage merupakan bentuk 
kedaulatan negara dan mandatori 
atau bersifat wajib untuk negara. 
Asas cabotage harus dipertahan-
kan demi kepentingan nasional,” 
ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan asas 
cabotage yang ter tuang dalam 
Instruksi Presiden No 5 tahun 
2005 dan Undang-Undang No 
17 tahun 2008 tentang Pelayaran 
juga telah terbukti berperan dalam 
mendorong pertumbuhan pere-
konomian nasional. Penerapan 
asas cabotage yang didukung para 
pelaku usaha pelayaran nasional 
telah mendorong investasi sektor 
angkutan laut. 

Pada 2017, terang Budhi, arma-
da pelayaran nasional mencapai 
23.823 atau melonjak dari sejak 
awal diterapkannya asas cabotage 
pada 2005 yang hanya berkisar 
6.041 armada. Hal ini juga diiringi 
dengan pertumbuhan perusahaan 
pelayaran nasional yang pada 2017 
telah mencapai 3.760 perusahaan.

Dengan kekuatan armada yang 
cukup besar, tambah Budhi, pela-
yaran nasional juga telah mampu 
melayani seluruh pendistribusian 
kargo domestik. Asas cabotage 
juga berperan dalam mendorong 
pertumbuhan sektor terkait pela-
yaran nasional lainnya. (esa)

JAKAR TA – PT Jasa -
marga Pandaan Malang 
(JPM) menargetkan peker-
jaan konstruksi Jalan Tol 
Pandaan-Malang seksi I-III 
Pandaan-Singosari sepanjang 
30,62 kilometer (km) akan 
rampung pada Desember 
2018, sehingga bisa mulai 
dioperasikan pada Januari 
2019. Hingga saat ini progres 
pembebasan lahan sudah 
mencapai lebih dari 90% dari 
total kebutuhan.

“Saya yakini dalam waktu 
tidak lama, jalan tol ini akan 
beroperasi, sebab seksi I 
sampai III ditargetkan ta-
hap konstruksi selesai awal 
Desember tahun ini, dan 
dapat beroperasi pada Janu-
ari 2019,” ungkap Direktur 
Utama PT Jasamarga Pan-
daan Malang Agus Purnomo 
dalam pernyataan resminya 
di Jakarta, Jumat (5/10).

Jalan Tol Pandaan-Malang 
dengan totap panjang 38,488 
km ini dibangun dengan lima 
seksi. Seksi I Pandaan-Pur-
wodadi sepanjang 15,47 km, 
seksi II Purwodadi-Lawang 
sepanjang 8,05 km, seksi III 
Lawang-Singosari sepanjang 
7,10 km, seksi IV Singosari-
Pakis sepanjang 4,75 km, 
dan seksi V Pakis-Malang 
sepanjang 3,11 km.

Sampai akhir September 
2018, lanjut dia, pengerjaan 
konstruksi Jalan Tol Pan-
daan-Malang untuk seksi 
I mencapai 87,157%, seksi 
II mencapai 63,118%, seksi 
III sekitar 75,188%, seksi IV 
sebesar 47,532%,  dan seksi 
V sekitar 23,112%. 

Agus mengatakan, setelah 

beroperasi Jalan Tol Pan-
daan-Malang akan membawa 
dampak ekonomi bagi peng-
guna jalan tol serta lingkun-
gan sekitar. Salah satu con-
tohnya pendapatan pelaku 
UKM dan kuliner di sekitar 
daerah wisata akan mening-
kat termasuk pelaku usaha 
penginapan. 

“Kalau sekarang dari Sura-
baya ingin ke Batu untuk 
liburan bisa memakan waktu 
lima sampai enam jam di saat 
liburan. Nanti, setelah lewat 
tol mungkin tidak sampai 
satu jam dengan kecepatan 
rata-rata 100 km/jam,“ ka-
tanya.

Pada bagian lain, pembeba-
san lahan untuk proyek jalur 
tol Semarang-Batang di Jawa 
Tengah diperkirakan ber-
tambah 385 bidang seiring 
dengan rencana pembuatan 
pintu keluar tol di daerah 
Ngaliyan, Semarang. Lahan 
yang harus dibebaskan untuk 
pembangunan pintu keluar 
tol tersebut terletak di lima 
kelurahan, yakni Kelurahan 
Kembangarum, Purwoyoso, 
Ngaliyan, Tambakaji, dan 
Gondoriyo.

Menurut Koordinator Hu-
mas PT Waskita Karya untuk 
seksi V Tol Semarang-Batang 
Sutarji, saat ini Tim Panitia 
Pembebasan Tanah (P2T) 
tengah mengejar pembeba-
san lahan tambahan untuk 
pembuatan pintu keluar tol 
Semarang-Batang di kawasan 
Ngaliyan, Semarang. “Untuk 
penlok (penetapan lokasi) 
sudah tahapan identifikasi. 
Total ada tambahan sebanyak 
385 bidang lahan yang harus 

dibebaskan untuk exit tol,” ka-
tanya, seperti dilansir Antara.

Proses pembebasan lahan 
tol tersebut, ujarnya, sudah 
disosialisasikan kepada war-
ga yang terdampak sejak 
Mei 2018. Namun tahapan-
nya baru sebatas identifikasi 
kebutuhan lahan. Sedangkan 
permasalahan ganti rugi 
lahan masih dalam proses 
penghitungan yang diren-
canakan secara bertahap di 
masing-masing kelurahan, 
dan nilainya tentu saja ber-
beda dari pembebasan lahan 
sebelumnya.

Diakuinya, banyak warga 
yang meminta lahannya 
segera dibayar karena nilai 
ganti rugi ini terbilang tinggi 
sebagaimanan informasi 
yang diterima dari warga 
yang telah menerima ganti 
rugi lahan. Sementara itu, 
Manajer Pengendalian Lahan 
PT Jasa Marga Semarang-
Batang (JSB) Hadi Susanto 
mengatakan, peresmian 
jalur tol Semarang-Batang 
tetap ditargetkan pada akhir 
2018 meski ada tambahan 
pembebasan lahan. Dengan 
bertambahnya lahan yang 
harus dibebaskan, kata dia, 
jumlah lahan yang masih 
belum beres bertambah dari 
total tanah yang sudah dibe-
baskan sekitar 86% sampai 
saat ini.

“Untuk pembangunan fisik 
jalur tol Semarang-Batang 
sepanjang 75 kilometer su-
dah mencapai 88 persen. 
Kami optimistis jalan tol 
secara keselur uhan bisa 
diresmikan akhir tahun ini,” 
kata Hadi. (ean)

Oleh Thresa Sandra Desfika

 JAKARTA – PT Perusahaan Pengelolaan Aset 
(PPA) menargetkan Merpati Nusantara Airlines 
(MNA) mulai beroperasi kembali pada 2020. 
Saat ini, Merpati dalam proses penundaan 
kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang 
diharapkan berakhir damai, sehingga pada 
tahun depan bisa memulai tahapan perizinan 
operasi dan pengadaan pesawat.

Rencana Pembangunan Tol BORR Sesi 3a
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di bawah jalan tol layang Bogor Outer Ring Road (BORR) Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 
(5/10). Pembangunan jalan tol layang lanjutan sesi 3A mulai ruas Simpang Yasmin hingga Simpang Semplak, Bogor dengan panjang jalan sekitar 2,85 km dan 
anggaran sebesar Rp3 triliun yang bersumber dari APBN tersebut akan dilakukan mulai 15 Oktober mendatang. 

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj/18


